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PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 

27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN PEMALANG 

ABSTRAK: - Dalam rangka peningkatan penanaman modal di Kabupaten Pemalang, perlu 

penguatan dalam penerapan penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelayanan 

terpadu satu pintu.  Dengan adanya perkembangan sistem online single submission 

berbasis risiko guna memberikan pelayanan berusaha secara cepat, maka terdapat 

pengembangan jenis izin di berbagai sektor. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 

Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, 

perlu adanya penerbitan surat keterangan penelitian. Berdasarkan pertimbangan di 

atas, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang perlu 

disesuaikan. 

 

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 

2023; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 

Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018. 

 

 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Peraturan Bupati Pemalang 

Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan 

Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan 

dalam pengaturannya; perubahan Pasal 6 mengenai penyelenggaraan perizinan 

berusaha di Kabupaten Pemalang; perubahan Pasal 19 terkait penetapan SPP dan 

SOP pelayanan perizinan; perubahan Pasal 21 mengenai pelayanan berbantuan, dan 

perubahan Pasal 23 mengenai jenis inovasi dalam pelaksanan pelayanan perizinan. 

 

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan (11 September 2023). 

   

 


